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ABSTRACT 
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The Globalization era and free trade have eclipsed the boundaries and scope 
of the difference. The rule of law is also evolving in line with the current era of 
modernization and the development of it. Engagement in a traditional trading 
activities can be evidenced by a written agreement deed traders that are usually 
meet each other to make a deal. But in the modern trading activities, the situations 
are not always able to meet the parties to make a deal. This is due, distance from 
each other as well as the limited time that is generally owned by the buyer. The 
parties base their buying and selling on a sense of trust in each other. These 
conditions can lead to a variety of legal consequences for the consequences, 
which arise when an act of default of one of the parties to a sale and purchase 
transactions over the internet.  
To be appointed in this writing and legal research is how the setting buying 
and selling via the Internet, how is the government's role in buying and selling via 
the Internet in order to protect consumers, and how the efforts of the injured party 
in the sale and purchase transactions through the Internet.  
The approach method used in this study is an empirical method that uses the 
juridical norms of law that is explained by examining and discussing the legal 
regulations in force at this time. Specifications legal research in this writing is 
using descriptive analytical method that describes the rules that are applied. Then, 
it is associated with legal theory and is structured as main ideas concerning the 
issues to be discussed. Data collection using indepth interviews using primary 
data and secondary data.  
The results of this research and writing of law is that the buying and selling 
via the Internet at Semarang City is set in the Civil Code, HIR, the Criminal Code, 
Law No. 11 Year 2008 on ITE, PP No. 82 Year 2012 on PSTE. The role of 
government in providing protection to consumers in the buying and selling 
through the Internet in Semarang has not yet maximized. This is due to the 
absence of cases reported by the consumer to the BPSK (Consumer Dispute 
Settlement Board) Disperindag Semarang, so in practice the Consumer Protection 
Act and the Act ITE can not function properly. The efforts made by parties who 
feel aggrieved not always in the police, but directly to the Bank as a provider of 
funds transfer services are commonly used in payment transactions online.  
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Arus globalisasi serta perdagangan bebas telah memudarkan batasan-batasan 
serta lingkup perbedaannya, aturan hukum tersebut juga berevolusi seiring dengan 
arus modernisasi dan perkembangan zaman. Perikatan dalam suatu kegiatan 
perdagangan tradisional dapat dibuktikan dengan akta perjanjian tertulis yang 
pada umumnya para pelaku perdagangan saling bertemu untuk membuat 
kesepakatan, akan tetapi dalam kegiatan perdagangan modern tidak selamanya 
para pihak dapat bertemu untuk membuat sebuah kesepakatan. Hal ini disebabkan, 
jarak yang saling berjauhan serta terbatasnya waktu yang umumnya dimiliki oleh 
pihak pembeli. Para pihak tersebut mendasarkan transaksi jual beli, atas rasa 
kepercayaan satu sama lain. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat 
hukum dengan segala konsekuensinya, yaitu apabila muncul suatu perbuatan 
wanprestasi dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli melalui 
internet. 
Yang hendak diangkat dalam penulisan dan penelitian hukum ini adalah 
bagaimanakah pengaturan transaksi jual beli melalui media internet, 
bagaimanakah peran pemerintah dalam jual beli melalui media internet dalam 
rangka melindungi konsumen, serta bagaimanakah upaya para pihak yang 
dirugikan dalam transaksi jual beli melalui media Internet. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
yuridis empiris yang menggunakan norma-norma hukum yang bersifat 
menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum 
yang berlaku saat ini. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini 
menggunakan metode deskriptif analistis yang menggambarkan peraturan-
peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan disusun 
sebagai pokok pikiran yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. 
Pengumpulan data menggunakan metode Indepth interview yang menggunakan 
data primer serta data sekunder. 
 
Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini adalah bahwa dalam jual beli 
melalui media internet di Kota Semarang sudah diatur dalam KUHPer, HIR, 
KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP No. 82 Tahun 2012 
tentang PSTE. Peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap 
konsumen dalam transaksi jual beli melalui media Internet di Kota Semarang 
ternyata belum bisa maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya tindak lanjut 
kasus yang dilaporkan oleh pihak konsumen ke BPSK (Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen) Disperindag Kota Semarang, sehingga dalam praktiknya 
UU Perlindungan Konsumen maupun UU ITE belum dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan 
tidak selalu di kepolisian, akan tetapi langsung ke pihak Bank sebagai penyedia 
jasa transfer dana yang umumnya digunakan dalam transaksi pembayaran secara 
online. 
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